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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Data panel
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera
dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan teknik
regresi data panel, dengan model terbaik terpilih adalah fixed effect model (FEM).
Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara statistik
menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya,
inflasi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat
kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM, PDRB, dan UMP dapat
menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan penurunan tingkat inflasi juga dapat
menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan adalah
perlunya mengendalikan inflasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
menetapkan UMP agar sesuai dengan kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut,
serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Kata kunci : Kemiskinan; Inflasi; IPM; PDRB; UMP
ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of inflation, Human Development
Index (HDI), Provincial Minimum Wage (UMP), and Gross Regional Domestic Product
(GRDP) on poverty on the island of Sumatra. The data used in this research is panel
data taken from all of the regencies/cities in ten provinces on the island of Sumatra in
the 2015-2022 period. The analytical method used in this research is panel data
regression with a fixed effect model (FEM) approach. The research results show that
HDI, GRDP, and UMP negatively and significantly influence the poverty level. In
contrast, inflation positively and significantly impacts the poverty level. The results
indicate that HDI, GRDP, and UMP can reduce poverty, while inflation can increase
poverty. The policy implications that can be suggested are the need to control inflation,
improve the quality of human resources, determine the UMP to suit the economic
conditions in a region, and encourage fair and equitable economic growth.
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PENDAHULUAN
Kemiskinan di negara-negara berkembang merupakan permasalahan yang

terbilang sangat kompleks, dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama
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dalam menentukan kebijakan di banyak negara berkembang (Wang et al. 2020).
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan tidak mampu mencapai tingkat
kehidupan dasar yang sesuai dengan bakat dan sumber daya yang dimiliki seseorang.
Penilaian kemiskinan dapat berfungsi sebagai indikator penting untuk mengevaluasi
keadaan kesejahteraan suatu negara. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai ukuran
keseluruhan kesejahteraan suatu daerah. Konsep yang digunakan oleh Badan Pusat
Statistik dan beberapa negara lain memperkirakan kemampuan pemenuhan kebutuhan
dasar, sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk
memenuhi  kebutuhan pokok seperti pangan dan non pangan (diukur
dengan pengeluaran).

Mengatasi masalah kemiskinan, terdapat berbagai macam upaya yang dapat
dilakukan pemerintah, diantaranya termasuk dalam mengendalikan tingkat inflasi
(Pasaribu 2022). Inflasi dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terus-menerus dan
meluas yang ditandai dengan peningkatan progresif dalam biaya sumber daya primer.
Apabila hanya terdapat satu barang saja yang mengalami peningkatakan harga, maka
hal tersebut tidak dapat dikatakan inflasi, namun jika kenaikan harga suatu barang
tersebut dapat mempengaruhi harga barang lainnya. Inflasi dapat berdampak pada
kemiskinan melalui dua saluran: saluran pendapatan riil dan saluran distribusi
pendapatan. Saluran pendapatan riil mengacu pada dampak inflasi terhadap daya beli
individu, sedangkan saluran distribusi pendapatan mengacu pada dampak inflasi
terhadap kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat (Gweshengwe and Hassan
2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan topik penting bagi negara maju dan
berkembang mencari pertumbuhan produksi dan konsumsi. Ada beberapa manfaat bagi
negara-negara yang ingin memperbaiki pembangunan ekonomi melalui investasi
pembangunan manusia. Manfaat utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan warga
negara. (Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. 2020:317). Indonesia masih tergolong sebagai
negara berkembang yang mana tingkat kemiskinan menjadi permasalahan utama
(Armelly, Rusdi, and Pasaribu 2021). Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik merilis
data tingkat kemiskinan terbaru di Indonesia diperkirakan akan mencapai 24,79 juta
jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah

23,97 juta penduduk miskin. Kemiskinan di Indonesia saat ini nampaknya tengah
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menjadi permasalahan yang serius dan cukup kompleks, dikarenakan banyaknya
masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan harianya (Purwono et al.
2021).

Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu pulau terbesar di kepulauan Indonesia,
yang memiliki warisan budaya yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah
yang menawarkan banyak peluang untuk dimanfaatkan. Namun demikian, di balik daya
tarik estetika dan keragaman lanskap pulau ini, terdapat permasalahan kemiskinan yang
terus menjadi hambatan besar bagi kemajuan sosial ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat setempat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Pulau
Sumatera memiliki jumlah penduduk miskinan sebesar 5763.42 ribu jiwa hal ini
menyebabkan pulau Sumatera merupakan pulau termiskin kedua setelah pulau Jawa.
Dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, ada empat provinsi yang masuk dalam
kategori 15 provinsi termiskin di Indonesia , yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan,
dan Lampung. Aceh merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera dengan tingkat
kemiskinan sebesar 14,75%, diikuti oleh Bengkulu dengan 14,34%, Sumatera Selatan
dengan 11,95%, dan Lampung dengan 11,44%.

Grafik 1 menggambarkan bahwa presentase kemiskinan di setiap provinsi yang
terdapat di Pulau sumatera pada periode 2015-2022 selalu mengalami fluktuatif. Namun
dapat diketahui bahwa Provinsi Aceh memiliki angka kemiskinan tertinggi yang ada di
rata-rata persentase kemiskinan di Pulau Sumatera sebesar 15,37%, sedangkan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka kemiskinan terendah yaitu rata-rata sebesar
4,83%.

Besarnya kemiskinan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor,
baik dari sisi permintaan maupun penawaran dalam perekonomian (Sugiharti et al.
2022). Unsur-unsur yang dipertimbangkan meliputi inflasi, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Inflasi dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terus-menerus dan meluas
yang ditandai dengan kenaikan harga secara progresif, yang mengakibatkan penurunan
kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa. [IPM merupakan ukuran kualitas
hidup seseorang yang mencakup beberapa aspek terkait pendidikan,
kesehatan, dan pendapatan. UMP dijadikan sebagai suatu ukuran kompensasi minimum

yang harus dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerja yang ada di suatu provinsi.
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UMP dapat mempengaruhi kemiskinan melalui dua saluran, yaitu saluran upah riil dan
saluran kesempatan kerja. Saluran upah riil mengacu pada pengaruh UMP terhadap
daya beli pekerja, sedangkan saluran kesempatan kerja mengacu pada pengaruh UMP
terhadap permintaan tenaga kerja oleh pengusaha. PDRB merupakan nilai tambah dari
seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah atau wilayah tertentu.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh inflasi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Di
masa depan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan rekomendasi
berharga bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya mereka
mengembangkan kebijakan yang secara efektif mengatasi masalah kemiskinan di Pulau
Sumatera.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan = masih menjadi tantangan dalam proses
pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk  Indonesia. Menurut
(Hildegunda 2010) Kemiskinan mengacu pada kondisi dimana individu atau rumah
tangga mengalami kendala ekonomi yang menghambat mereka mencapai tingkat
kesejahteraan material yang umum di wilayah geografis tertentu. Keadaan
ketidakberdayaan ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penting sehari-hari, termasuk makanan,
pakaian, dan perumahan. Terbatasnya kapasitas pendapatan yang terkait dengan
rendahnya pendapatan sering kali menyebabkan berkurangnya kapasitas untuk
mencapai standar sosial tertentu, seperti pencapaian pendidikan dan standar kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dikatakan sebagai permasalahan
kemasyarakatan yang memiliki banyak segi dan mencakup berbagai dimensi, yaitu
ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-
hari.

Beberapa peneliti mengartikan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu
kondisi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam melakukan
pemenuhan atas kebutuhan dasarnya diantaranya seperti sandang, pangan dan papan,

sedangkan lingkungan masyarakat tidak memberikan peluang atau harapan untuk dapat
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melakukan perbaikan kesejahteraan secara berkelanjutan atau melepaskan diri dari
terjadinya keburukan yang semakin membahayakan (Adawiyah 2020; mad et al. 2019).
Sedangkan menurut (Hardinandar 2019) Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tidak
adanya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan
dasar seperti pangan,sandang, pangan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan secara
dadakan seperti obat-obatan.

Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi adalah kejadian makroekonomi yang ditandai dengan kenaikan tingkat
harga secara keseluruhan secara terus-menerus. Menurut Boediono (2014:161), tidak
tepat mengklasifikasikan kenaikan harga antara satu atau dua komoditas tertentu sebagai
inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mempengaruhi harga sebagian besar
barang lainnya. Menurut (Al Makhrus and Priyadi 2022), inflasi ditandai dengan
kenaikan harga yang terus-menerus dan meluas sehingga menyebabkan menurunnya
kemampuan individu dalam membeli barang dan jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih and Andiny 2018), temuan
penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan secara
statistik antara inflasi dan tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian yang dibuat oleh
(Isiaka, Najeem and Olaniyi 2022; Mardiatillah, Panorama, and Maftukhatusolikhah
2021; Ratih Primandari 2019; Simanungkalit 2023; Suharianto and Lubis 2022) juga
menunjukkan hasil yang sama.

H1 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang banyak digunakan
untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia secara keseluruhan di berbagai negara. Hal
ini memperhitungkan faktor-faktor kunci seperti harapan hidup, tingkat melek huruf,
pencapaian pendidikan, dan kondisi kehidupan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
digunakan sebagai alat untuk menilai klasifikasi suatu negara menjadi maju,
berkembang, atau terbelakang. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai alat untuk
mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup suatu negara secara
keseluruhan. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu
tingkat kemiskinan. Penilaian terhadap sumber daya manusia dapat diukur melalui

pemanfaatan indikator seperti indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dikaitkan dengan penurunan
produktivitas tenaga kerja dalam populasi. Ada korelasi antara produktivitas rendah dan
pendapatan rendah. Oleh karena itu, mereka yang memiliki sumber daya keuangan
terbatas mungkin mengalami prevalensi kemiskinan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayu Nurlita, Haris
Musa, and Budi Suharto 2017; Irawan 2022), ditemukan bahwa indeks pembangunan
manusia (IPM) menunjukkan dampak yang cukup besar dan korelasi negatif terhadap
prevalensi kemiskinan. Hasil yang sama juga ditunjuukan oleh penelitian (Andhykha,
Handayani, and Woyanti 2018; Azriyansyah 2022; Azzahra, Westi Riani, and Mafruhat
2022; Ela Melia Nisa and Elok Fitriani Rafikasari 2022; Ferdi 2022; Prasetyoningrum
2018)

H2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Kemiskinan di Sumatera
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan

PDRB adalah jumlah nilai tambah dari barang dan jasa atau nilai akhir dari
barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit usaha di wilayah tertentu.
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDRB, yang menggambarkan besaran
maupun distribusi pendapatan antara berbagai kelompok dan golongan di masyarakat.
Angka PDRB suatu wilayah mencerminkan kemampuan wilayah tersebut dalam
mengoptimalkan sumber daya daerah (Damanik and Sidauruk 2020).

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa produk domestik bruto regional
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah.
Misalnya, (Damanik and Sidauruk 2020; Hasibuan et al. 2022)menunjukkan bahwa
semakin tinggi produk domestik bruto regional, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal
ini juga didukung oleh (Fatmasari 2017; Pramesona 2021; Ritonga and Wulantika 2020;
Syahputri and Fisabilillah 2023; Syofria Meidona et al. 2022) yang menghasilkan
temuan serupa dengan menggunakan data dan metode yang berbeda. Dengan demikian,
produk domestik bruto regional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat kemiskinan di suatu daerah.

H3 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Kemiskinan di Sumatera
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Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan

Upah minimum adalah ambang batas yang diwajibkan secara hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah, yang berlaku bagi individu yang belum menyelesaikan satu
tahun masa kerja. Ada dua kategori upah minimum yang berbeda, yaitu upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMP mewakili upah
minimum yang berlaku secara universal di seluruh provinsi, sedangkan UMK
menunjukkan upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriansyah and Chandriyanti 2022)
temuan penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara
statistik dan tidak menguntungkan antara upah minimum provinsi dan tingkat
kemiskinan. Beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan hasil yang sama (Agustin,
Hidayat, and Umiyati 2019; Aprilia 2016; Utami 2018; Yelvita 2022)
H4 : Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Kemiskinan di Sumatera

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud menggunakan data sekunder sebagai sumber utama
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015 hingga 2022. Data
tersebut dikumpulkan secara khusus dari 10 provinsi yang berada di Pulau Sumatera.
Penelitian ini menggunakan metodologi analisis regresi linier berganda dengan
menggunakan data panel dan software EViews sebagai alat analisis utama. Proses
pengujian data melibatkan beberapa langkah, yang mencakup beberapa pengujian.
Pengujian ini meliputi pengujian identifikasi model seperti pengujian Chow dan
Hausman. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yaitu
uji F untuk uji signifikansi simultan dan uji t untuk uji signifikansi parsial. Model
regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yt=00+ 61 X1+ 82Xz + B3 Xz + By Xycte

Keterangan:
Yt: Jumlah Penduduk Miskin
Bo: konstanta
Xi: Inflasi
X>: Indeks Pemabangunan Manusia
X3: Produk Domestik Regional Bruto
X4: Upah Minimum Provinsi
€ . error term
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HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Uji Penentuan Model

1.Uji Chow
Salah satu pendekatan potensial untuk memilih metode estimasi yang sesuai untuk
data panel adalah dengan melakukan Uji Chow. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menguji hipotesis mengenai kesesuaian model Common Effect (CE) atau Fixed
Effect (FE) untuk analisis data panel.
Apabila Hasil:
HO: probabilitas > 0,05 Pilih CE
H1: probabilitas < 0,05 Pilih FE
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai prob chi squre sebesar 0,000 < 0,05 maka dipilih
modeh Fixed effect Model (FEM)

2.Uji Hausman
Uji Hausman adalah teknik statistik yang digunakan untuk menilai kesesuaian
penggunaan model Efek Tetap atau Efek Acak untuk analisis data panel.
Apabila Hasil:
HO: probabilitas > 0,05 Pilih RE
HI: probabilitas < 0,05 Pilih FE.
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai prob section random sebesar 0,000 < 0,05 maka
dipilih model Fixed effect Model (FEM)

Hasil Uji Asumsi Klasik

1.Uji Normality
Salah satu asumsi yang mendasari analisis regresi adalah normalitas residu, yaitu
residu menunjukkan pola sebaran normal atau hampir normal. Ada metode lain yang
tersedia untuk menguji kenormalan sisa, termasuk uji Jarque-Bera (JB). Pemeriksaan
ini memerlukan penghitungan nilai skewness dan kurtosis sisa, yang selanjutnya
disandingkan dengan nilai distribusi normal standar. Jika p-value uji JB melebihi 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa residu mengikuti distribusi normal. Namun jika nilai
probabilitas uji JB kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak
berdistribusi normal.
Dari tabel 3 menyatakan bahwa probabilitas (0,119184) > alpha (0,05) maka data

terdistribusi normal.
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2.Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas mengacu pada keadaan di mana variabel independen dalam model
regresi menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain. Fenomena ini
berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakstabilan dalam model regresi.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan uji multikolinearitas yang dirancang
khusus untuk memastikan ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Salah
satu pendekatan dalam melakukan Uji Multikolinearitas adalah dengan menguji nilai
koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antar
variabel independen melebihi 0,8 maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam
model regresi. Sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen
kurang dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa adanya multikolinearitas tidak
mempengaruhi model regresi.
Dari tabel 4 menyatakan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antara variabel-
variabel independen > 0,8 sehingga dapat di ismpulkan bahwa tidak terjadi masalh
multikolinearitas.

3.Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika varians residu tidak konstan dalam model
regresi. Residu adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model regresi.
Heteroskedastisitas dapat mengganggu hasil estimasi parameter dan uji hipotesis
dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya heteroskedastisitas adalah
dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser memeriksa apakah ada korelasi antara
nilai absolut residu dengan variabel penjelas. Jika ada korelasi, maka itu berarti ada
heteroskedastisitas. Jika tidak ada korelasi, maka itu berarti tidak ada
heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji Glejser, kita perlu melihat nilai probabilitas
dari koefisien regresi variabel penjelas. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka kita tolak
hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai
probabilitas > 0.05, maka kita terima hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada
heteroskedastisitas.
Dari tabel 5 di atas menyatakan bahwa nilai prob variabel independet menunjkkan
nilai yang lebih besar dari tingkat alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini
tidak terjadi heteroskedasitas.
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Hasil Analsis Regresi
1. R-squared
Berdasarkan data pada Tabel 6, koefisien determinasi (R-squared) dihitung sebesar
0,997468. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi
(UPM) secara kolektif menyumbang 99% pengaruh terhadap kemiskinan, dan 1%
sisanya disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diperhitungkan dalam model.
2. Pengujian Hipotesis
Setelah memilih model terbaik, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian
hipotesis untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti dalam
penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi
statistik parsial atau uji-t.
3. Uji Statistik Secara Simultan (Uji-F)
Pengujian statistik adalah pengujian seluruh variabel independen dalam suatu model
melalui penggunaan uji statistik simultan atau uji F. Uji statistik F menilai kesetaraan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model tertentu.
Kemungkinan F-statistik yang diperoleh sebesar 0,000000, lebih kecil dari tingkat
signifikansi yang telah ditentukan yaitu o = 0,05, menyebabkan ditolaknya hipotesis
nol (hO). Penolakan ini menyiratkan adanya dampak kolektif Inflasi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah
Minimum Provinsi (UPM) terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera.
4. Uji Statistik Secara Parsial (Uji-t)
4.1 Inflasi
Berdasarkan analisis data diperoleh koefisien inflasi sebesar 0,003335 dengan nilai
probabilitas sebesar 0,05 < a = 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi
mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.
Secara khusus, hal ini menyiratkan bahwa untuk setiap kenaikan inflasi sebesar 1%,
terdapat peningkatan kemiskinan sebesar 1, dengan memperhitungkan variabel-
variabel lainnya. Istilah "konstan" mengacu pada nilai yang tetap tidak berubah atau
konsisten sepanjang konteks tertentu.

4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
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Berdasarkan analisis data diketahui nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) sebesar -0,029272 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0045, lebih kecil dari
tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu a = 0,05. Temuan ini menunjukkan
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan dampak negatif yang
signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1 unit, maka tingkat kemiskinan juga
akan meningkat sebesar 1 unit, jika semua faktor lainnya tidak berubah.
4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan temuan analisis data, nilai koefisien yang ditetapkan terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah -1,467832. Nilai koefisien tersebut
disertai dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000, lebih kecil dari ambang batas
yang telah ditentukan yaitu a = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan
secara statistik terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1 juta akan mengakibatkan peningkatan
tingkat kemiskinan sebesar 1 juta, asalkan semua faktor lainnya tetap sama.
4.4 Upah Minimum Provinsi (UPM)

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai koefisien Upah Minimum Provinsi (UPM)
sebesar -0,106845 dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,0002,
kurang dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu a = 0,05. Temuan ini
menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UPM) mempunyai pengaruh negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan
inflasi sebesar 1 juta unit, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat sebesar 1
unit, dengan asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap sama.

Pembahasan

Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan

Inflasi merupakan suatu fenomena lonjakan harga barang dan jasa secara

keseluruhan dan terus menerus dalam suatu perekonomian. Dalam penelitian ini inflasi

berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya

(Isiaka, Najeem and Olaniyi 2022; Mardiatillah et al. 2021; Ningsih and Andiny 2018;

Ratih Primandari 2019; Simanungkalit 2023; Suharianto and Lubis 2022), yaitu ketika

inflasi meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Meningkatnya inflasi
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menyebabkan menurunn ya daya beli masyarakat. Artinya masyarakat harus
mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Akibatnya,
mereka hanya punya sedikit uang untuk ditabung atau diinvestasikan.

Kenaikan inflasi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Hal ini
berarti bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan moneter dan
fiskal untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, pemerintah memiliki anggaran yang
lebih terbatas untuk alokasi pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan,
dan perlindungan sosial. Hal ini menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di
Pulau Sumatera.

Pengaruh IPM terhadap kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk
mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Nilai [PM
yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup penduduk yang lebih baik. Dalam
penelitian ini, IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sesuai dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andhykha et al. 2018; Ayu Nurlita et al.
2017; Azriyansyah 2022; Azzahra et al. 2022; Ela Melia Nisa and Elok Fitriani
Rafikasari 2022; Ferdi 2022; Irawan 2022; Prasetyoningrum 2018), yaitu semakin tinggi
IPM di Pulau Sumatera, semakin rendah tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Untuk
itu salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan di Pulau
Sumatera adalah dengan cara meningkatkan IPM.

Peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan karena berbagai alasan.
Pertama, peningkatan harapan hidup berarti masyarakat memiliki kesempatan lebih
lama untuk bekerja, berproduksi, dan menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemungkinan jatuh miskin.
Kedua, peningkatan pendidikan berarti masyarakat memiliki akses lebih baik ke
pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja. Hal ini dapat meningkatkan
produktivitas, daya saing, dan mobilitas sosial. Ketiga, peningkatan pendapatan per
kapita berarti masyarakat memiliki daya beli lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan sekunder. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi
ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan dengan cara

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
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Peningkatan IPM juga dapat menciptakan lingkaran positif di mana masyarakat yang
sejahtera dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan nasional dan global.
Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfungsi sebagai indikator yang
mengukur tingkat pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur total nilai yang
diciptakan oleh penduduk suatu wilayah geografis tertentu melalui kegiatan ekonomi
mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) mempunyai pengaruh buruk terhadap kemiskinan, sejalan dengan penelitian
lain yang dilakukan oleh (Damanik and Sidauruk 2020; Fatmasari 2017; Hasibuan et al.
2022; Pramesona 2021; Ritonga and Wulantika 2020; Syahputri and Fisabilillah 2023),
sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya PDRB di Sumatera maka
angka kemiskinan di Sumatera akan menurun.

Salah satu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan
PDRB adalah penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa
mekanisme. Pertama, pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kerja yang lebih
luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya
bekerja secara paruh waktu. Dengan bekerja, mereka dapat memperbaiki kesejahteraan
mereka dengan mendapatkan penghasilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kedua,
fenomena pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan pendapatan rata-rata
individu yang berada dalam suatu wilayah geografis tertentu, yang biasa disebut
pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang tinggi menandakan kemampuan
individu untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan. Selain itu,
perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai potensi untuk meningkatkan
pendapatan pemerintah yang berasal dari perpajakan, sehingga memungkinkan
pendanaan bagi beragam inisiatif pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat,
dengan fokus khusus pada program-program yang menyasar segmen masyarakat miskin.
Program-program tersebut dapat berupa bantuan tunai, subsidi, modal usaha, pelatihan
kerja, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain-lain.
Pengaruh UMP terhadap kemiskinan

UMP adalah standar upah minimum yang berlaku di suatu provinsi, yang

ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan
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politik. UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi
kesenjangan pendapatan. Dalam penelitian ini UMP memiliki pengaruh yang negatif
terhadap kemiskinan hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Agustin et al. 2019;
Aprilia 2016; Fajriansyah and Chandriyanti 2022; Utami 2018; Yelvita 2022) yang
artinya ketika terjadi peningkatan pada UMP di Pulau Sumatera maka kemiskinan akan
menurun di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia berjumlah sekitar 26,16
juta jiwa pada September 2022. Sekitar 5,76 juta jiwa bertempat tinggal di Pulau
Sumatera, yang mana menduduki peringkat kedua pulau di Indonesia dengan tingkat
kemiskinan tertinggi. Salah satu faktor penentu kemiskinan adalah tidak memadainya
pendapatan individu, khususnya mereka yang bekerja. Oleh karena itu, pemerintah
menerapkan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP) untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan memitigasi kesenjangan sosial ekonomi.

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8% dari tahun
sebelumnya. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penurunan
tingkat kemiskinan, dengan beberapa alasan; pertama, kenaikan UMP dapat
meningkatkan daya beli pekerja, yang berarti mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar
mereka seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dengan lebih baik.
Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi risiko mereka untuk
jatuh ke dalam kemiskinan. Kedua, kenaikan UMP dapat merangsang pertumbuhan
ekonomi daerah, karena meningkatnya daya beli pekerja akan meningkatkan permintaan
terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat mendorong produksi dan investasi sektor riil,
yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pendapatan
masyarakat. Ketiga, kenaitkan UMP dapat meningkatkan produktivitas pekerja, karena
mereka akan merasa lebih termotivasi dan dihargai dengan adanya peningkatan upah.
Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi mereka dalam bekerja, yang dapat
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk atau jasa yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, kenaikan UMP dapat menjadi salah satu strategi untuk
menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan asumsi bahwa kenaikan
tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi daerah dan tidak menimbulkan dampak negatif

lain seperti inflasi atau pengangguran. Akan tetapi, kenaikan UMP juga harus disertai
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dengan kebijakan lain yang mendukung seperti pengembangan infrastruktur,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, dan pemberdayaan
masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera.
Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 10 provinsi di pulau Sumatera,
dengan rentang waktu 2015 hingga 2022. Pendekatan analitis yang digunakan adalah
dengan menggunakan regresi data panel, khususnya menggunakan fixed effect model
(FEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP)
mempunyai dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.
Sebaliknya, inflasi menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kemiskinan.
Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpotensi
memitigasi kemiskinan, sedangkan inflasi berpotensi memperparah kemiskinan. Kajian
ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan, khususnya: (1) pemerintah perlu
mengelola inflasi secara efektif dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan; (2)
pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan
pengembangan masyarakat; (3) pemerintah harus menetapkan upah minimum spesifik
daerah yang selaras dengan kondisi perekonomian dan produktivitas tenaga kerja di
setiap provinsi; dan (4) pemerintah harus secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan
memitigasi kesenjangan antar wilayah.

Diharapkan lebih banyak variabel yang dapat ditambahkan pada
penelitian selanjutnya dan berpotensi untuk mempengaruhi kemiskinan seperti
pengangguran dan ketimpangan pendapatan, serta memperluas cakupan wilayah
penelitian dan periode penelitian, misalnya dengan membandingkan Pulau Sumatera
dengan pulau-pulau lain di Indonesia atau menggunakan data yang berusia lebih dari 10

tahun dan mampu melakukan analisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang
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melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab dan juga dampak kemiskinan di setiap
Provinsi di Pulau Sumatera.
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Grafik 1. Persentase Kemiskinan di Pulau Sumatera
Sumber: www.bps.go.id
Tabel 1. Hasil Uji Chow
Effects Test Statistic d.f Prob.
Cross-Section F 1018.005529 (9,66) 0.000
Cross-Section Chi-square 395.227862 9 0.000
Tabel 2. Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob.
Cross-section random 32.047841 4 0.0000
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Uji Statistic Prob.
Jarque-Bera (JB) 4.254167 0.119184
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
KEMISKINAN INFLASI IPM PDRB UMP
KEMISKINAN 1.000000 -0.022613 -0.441184 0.611036 -0.128071
INFLASI -0.022613 1.000000 -0.049216 -0.010513 -0.055917
IPM -0.441184 -0.049216 1.000000 0.095334 0.548672
PDRB 0.611036 -0.010513 0.095334 1.000000 0.047447
UMP -0.128071 -0.055917 0.548672 0.047447 1.000000
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Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.0303038 0.293227 1.033457 0.3052
INFLASI 6.818972 0.000785 0.086911 0.9310
IPM -0.003765 0.004599 -0.818679 0.4159
PDRB -2.132767 1.011572 -2.108368 0.1387
UMP -0.011894 0.012313 -0.966045 0.3375

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.743809 0.634565 4.323921 0.0001
INFLASI 0.003335 0.001698 1.964348 0.0537
IPM -0.029272 0.009953 -2.941150 0.0045
PDRB -1.467832 2.189113 -6.705147 0.0000
UMP -0.106845 0.026646 -4.009844 0.0002
R-squared 0.997468
F-statistic 2000.240
Prob(F-statistic) 0.000000
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